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Abstract. This study aims to analyze the implementation of the Free Nutritious Meals (MBG) Program in Sompak
District, focusing on distribution, affordability, and perceived benefits to the community. The MBG Program is a
government policy to improve the nutritional status of vulnerable groups, such as students, pregnant women,
breastfeeding mothers, toddlers, and low-income communities. The study used a qualitative approach with a case
study method. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and documentation studies
involving the sub-district, program implementers, and local business actors. Data analysis was conducted
descriptively. The results show that the implementation of MBG in Sompak District is still in its early stages,
resulting in sub-optimal service coverage and insufficient distribution of nutritious food to reach all areas evenly.
Nevertheless, this program has provided benefits in the form of increased public awareness of the importance of
balanced nutrition and helped meet the food needs of beneficiaries. The main obstacles include limited budget,
infrastructure, and coordination between implementers. Therefore, strengthening distribution, expanding services,
and improving coordination are needed to support the sustainability of the program.
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Abstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan
Sompak dengan fokus pada distribusi, keterjangkauan, dan manfaat yang dirasakan masyarakat. Program MBG
merupakan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan status gizi kelompok rentan, seperti peserta didik, ibu hamil,
ibu menyusui, balita, dan masyarakat berpenghasilan rendah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif
dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi
dokumentasi yang melibatkan pihak kecamatan, pelaksana program, serta pelaku usaha lokal. Analisis data
dilakukan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi MBG di Kecamatan Sompak
masih berada pada tahap awal sehingga cakupan layanan belum optimal dan distribusi makanan bergizi belum
menjangkau seluruh wilayah secara merata. Meskipun demikian, program ini telah memberikan manfaat berupa
meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang dan membantu pemenuhan kebutuhan
pangan penerima manfaat. Kendala utama meliputi keterbatasan anggaran, infrastruktur, dan koordinasi antar-
pelaksana. Oleh karena itu, diperlukan penguatan distribusi, perluasan layanan, dan peningkatan koordinasi untuk
mendukung keberlanjutan program.

Kata kunci: Distribusi Pangan; Implementasi Kebijakan; MBG Program; Nutrisi Masyarakat; Nutrisi Seimbang.

1. PENDAHULUAN

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan strategis pemerintah dalam
upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi masyarakat,
khususnya anak usia sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Selain berorientasi pada
aspek kesehatan, program ini juga dirancang untuk memberikan dampak ekonomi melalui
keterlibatan pelaku ekonomi lokal seperti petani, peternak, dan UMKM dalam rantai pasok
pangan.

Secara regulasi, implementasi Program MBG didasarkan pada Peraturan Presiden
Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, yang menegaskan pembentukan lembaga

pelaksana kebijakan pemenuhan gizi nasional. Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 115
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Tahun 2025 Pasal 38 ayat (1) menegaskan bahwa penyelenggaraan MBG wajib
memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri serta melibatkan UMKM, petani, peternak,
koperasi, dan BUMDes dalam rantai pasok dan logistik program. Ketentuan ini menunjukkan
bahwa MBG tidak hanya berfungsi sebagai program sosial, tetapi juga sebagai instrumen
pemberdayaan ekonomi lokal.

Namun demikian, dalam implementasinya masih terdapat kesenjangan antara kebijakan
dan pelaksanaan di lapangan. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa Program
MBG memiliki potensi besar dalam meningkatkan ekonomi masyarakat lokal. (Sari. 2026)
menyatakan bahwa program MBG dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui
peningkatan permintaan terhadap produk pertanian dan UMKM. Selain itu, (Silaban. 2026)
menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi MBG sangat dipengaruhi oleh isi kebijakan dan
konteks implementasi sebagaimana dalam teori Grindle, yang menekankan pentingnya aktor
pelaksana dan kondisi lingkungan kebijakan.

Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik mengkaji
bagaimana keterlibatan petani lokal dan UMKM dalam rantai pasok di tingkat kecamatan,
khususnya di wilayah pedesaan seperti Kecamatan Sompak. Padahal, Kecamatan Sompak
memiliki potensi wilayah yang cukup besar dengan karakteristik sebagai daerah pedesaan yang
tersebar dalam 7 desa dan 34 dusun dengan luas wilayah 219,76 Ha (BPS Kabupaten Landak,
2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur wilayah Sompak sangat relevan untuk
pelaksanaan program berbasis masyarakat seperti MBG.

Dari aspek sosial dan pelayanan dasar, Kecamatan Sompak memiliki sarana pendidikan
yang cukup tersebar di seluruh wilayahnya. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar
dan Menengah, terdapat 20 satuan pendidikan yang terdiri atas 15 Sekolah Dasar (SD), 3
Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan 2 Sekolah Menengah Atas (SMA) yang berada di tujuh
desa di Kecamatan Sompak. Keberadaan lembaga-lembaga pendidikan ini menjadi indikator
penting dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia, khususnya bagi anak-anak dan
remaja usia sekolah.

Selain sektor pendidikan, pelayanan kesehatan dasar juga telah tersedia melalui jaringan
Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang tersebar di seluruh desa. Tercatat terdapat 26
Posyandu yang melayani masyarakat di Desa Pakumbang, Sabadak, Galar, Lingkonong,
Amawakng, Tapakng, dan Pauh. Posyandu berperan penting dalam pemantauan kesehatan ibu
hamil, ibu menyusui, balita, serta pencegahan dan penanganan masalah gizi di tingkat

masyarakat.
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Keberadaan sekolah dan Posyandu tersebut menunjukkan bahwa kelompok sasaran
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Sompak sangat luas dan beragam. Sasaran
program tidak hanya mencakup peserta didik pada berbagai jenjang pendidikan, tetapi juga ibu
hamil, ibu menyusui, serta balita yang memerlukan perhatian khusus dalam pemenuhan
kebutuhan gizi. Dengan demikian, sinergi antara sektor pendidikan dan kesehatan menjadi
faktor penting dalam mendukung pelaksanaan program gizi yang berkelanjutan guna
meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kecamatan Sompak (Jadwal Posyandu Puskesmas
Kecamatan Sompak bulan Juni 2026).

Kecamatan Sompak memiliki potensi sosial dan ekonomi lokal yang cukup besar,
keterlibatan petani lokal, pelaku UMKM, dan pelaku usaha setempat dalam rantai pasok
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih memerlukan kajian yang lebih mendalam. Potensi
pertanian, perkebunan, peternakan, serta usaha mikro yang berkembang di wilayah ini
seharusnya dapat menjadi sumber utama penyediaan bahan pangan untuk mendukung
keberlangsungan program. Pelibatan pelaku ekonomi lokal tidak hanya bertujuan untuk
menjamin ketersediaan bahan pangan yang segar dan berkualitas, tetapi juga diharapkan
mampu meningkatkan pendapatan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah
secara berkelanjutan.

Penting untuk menelaah sejauh mana implementasi Program MBG telah berjalan sesuai
dengan ketentuan dan arah kebijakan pemerintah yang menekankan pemberdayaan ekonomi
masyarakat lokal (Ginting 2020). Keterlibatan petani dan UMKM dalam program ini menjadi
salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas pelaksanaan kebijakan. Apabila pelaku
usaha lokal dilibatkan secara optimal, maka manfaat program tidak hanya dirasakan oleh
penerima makanan bergizi, tetapi juga oleh masyarakat yang terlibat dalam proses produksi,
pengolahan, dan distribusi bahan pangan. Dengan demikian, Program MBG dapat berfungsi
sebagai instrumen peningkatan gizi sekaligus sebagai penggerak ekonomi lokal.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna
memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai implementasi Program Makan Bergizi
Gratis (MBG) di Kecamatan Sompak. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada sejauh mana
program mampu menjangkau dan memberikan manfaat kepada masyarakat penerima, tetapi
juga mengkaji keterlibatan petani lokal, pelaku UMKM, dan pelaku usaha setempat dalam
rantai pasok program (Yuwono and Mirnawati 2021). Melalui kajian ini, dapat diketahui tingkat
kesesuaian antara kebijakan yang dirumuskan pemerintah dengan realitas pelaksanaan di

lapangan, serta dampaknya terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat.
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Penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua pertanyaan utama. Pertama, bagaimana
implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Sompak dalam menjangkau
serta memberikan manfaat kepada masyarakat penerima program? Kedua, bagaimana
keterlibatan petani lokal, pelaku UMKM, dan pelaku usaha setempat dalam rantai pasok serta
pelaksanaan Program MBG di Kecamatan Sompak? Sejalan dengan pertanyaan tersebut, tujuan
penelitian ini adalah menganalisis implementasi Program MBG dalam menjangkau dan
memberikan manfaat kepada masyarakat penerima, serta mengkaji tingkat keterlibatan pelaku
ekonomi lokal dalam mendukung rantai pasok dan pelaksanaan program. Hasil penelitian ini
diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan dan perbaikan
implementasi Program MBG agar lebih efektif, berkelanjutan, dan mampu memberikan

manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Kecamatan Sompak.

2. METODE PENELITIAN

Bentuk penelitian menggunakan pendekatan kualitatif menggunakan studi kasus yang
bertujuan memahami proses implementasi MBG melalui SPPG di Kecamatan Sompak.
Pendekatan ini digunakan karena mampu menggali makna, proses serta dinamika sosial yang
terjadi dalam pelaksanaan program dilapangan.
Lokasi
Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Sompak, Kabupaten Landak.
Sumber Data

Data primer melalu wawancara, observasi langsung dan dokumentasi lapangan serta
data sekunder diperoleh dari laporan, media online dan literatur.
Informan Penelitian

Informan dalam penelitian menggunakan purposive sampling yaitu pengelola SPPG di
Desa Galar, tokoh masyarakat Kecamatan Sompak dan pelaku usaha (petani, UMKM dan
pemasok bahan pangan), Guru dan masyarakat penerima manfaat.
Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi partisipatif, wawancara via
chat/telpon WhatsApp dan dokumentasi.
Teknik Analisis Data

Menggunakan metode Miles, Huberman meliputi reduksi data, penyajian data dan

penarikan kesimpulan.
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Bagaimana implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Sompak
dalam menjangkau dan memberikan manfaat kepada masyarakat penerima program?

Tabel 1. Hail Wawancara dengan Camat Kecamatan Sompak.

Nama : Tokoh Masyarakat
Alamat : Kecamatan Sompak
Pertanyaan:

1. Berapa jumlah SPPG yang sudah beroperasi di Baru 1 SPPG yang beroperasi di Desa Galar.
Kecamatan Sompak?

2. Berapa jumlah tenaga kerja yang Sebanyak 44 pekerja yang berada di

ada di SPPG Kecamatan Sompak? SPPG Desa Galar.

3. Berapa jumlah Posyandu dan Terdapat 14 sekolah dan 3 posyandu yang sudah
Sekolahyangsudahmenerima menerima MBG.

MBG?

4. Berapa jumlah Posyandu dan Terdapat 20 sekolah dan 23 posyandu yang belum
Sekolahyangbelummenerima MBG? menerima MBG.

Sumber: Hasil wawancara setelah diolah 2026.

Tabel 1 hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat Kecamatan Sompak, diperoleh
informasi bahwa implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Sompak
masih berada pada tahap awal pelaksanaan. Saat ini, hanya terdapat 1 Satuan Pelayanan
Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi, yaitu di Desa Galar. SPPG tersebut menjadi
pusat utama pelaksanaan program MBG di wilayah Kecamatan Sompak.

Dari sisi sumber daya manusia, SPPG yang berada di Desa Galar telah mempekerjakan
sebanyak 44 tenaga kerja yang terlibat dalam proses operasional, mulai dari pengolahan hingga
distribusi makanan bergizi kepada penerima manfaat.

Terkait cakupan penerima program, diketahui bahwa sebanyak 14 sekolah dan 3
posyandu telah menerima manfaat Program MBG. Sementara itu, masih terdapat 20 sekolah
dan 23 posyandu yang belum mendapatkan layanan program tersebut di Kecamatan Sompak.
Hal ini menunjukkan bahwa distribusi program masih belum merata di seluruh wilayah
kecamatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Makan Bergizi Gratis
(MBG) di Kecamatan Sompak masih belum optimal dari segi pemerataan distribusi dan
cakupan layanan. Meskipun program telah mulai berjalan melalui 1 SPPG di Desa Galar dengan
dukungan 44 tenaga kerja, namun cakupan penerima manfaat masih terbatas.

Ketimpangan distribusi ini terlihat dari masih banyaknya satuan pendidikan dan
posyandu yang belum menerima manfaat program, yaitu 20 sekolah dan 23 posyandu. Kondisi

ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan MBG dengan realisasi di



lapangan. Padahal, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan
Gizi Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 Pasal 38 ayat (1), pelaksanaan
MBG seharusnya menjangkau seluruh kelompok sasaran secara bertahap dengan tetap
mengedepankan pemerataan dan keterlibatan pelaku ekonomi lokal (Aulia, Dewi, and
Furnamasari 2021).

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Program Makan
Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Sompak masih berada pada tahap awal sehingga
pelaksanaannya belum berjalan secara optimal. Program ini baru dilaksanakan melalui satu
Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berlokasi di Desa Galar dengan dukungan 44
tenaga kerja. Kehadiran SPPG tersebut menunjukkan adanya upaya awal pemerintah dalam
merealisasikan program peningkatan gizi masyarakat, namun kapasitas layanan yang tersedia
masih terbatas dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Kecamatan
Sompak (Astawa and Tegeh 2019).

Dari aspek cakupan layanan, penerima manfaat Program MBG masih relatif terbatas.
Hingga saat penelitian dilakukan, program baru menjangkau 14 sekolah dan 3 posyandu,
sementara masih terdapat 20 sekolah dan 23 posyandu yang belum memperoleh layanan.
Kondisi ini menunjukkan bahwa distribusi program belum merata dan masih terdapat
kesenjangan dalam akses terhadap manfaat program. Akibatnya, tujuan utama MBG untuk
meningkatkan status gizi masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan seperti peserta didik,
ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, belum dapat diwujudkan secara menyeluruh di Kecamatan
Sompak.

Dari aspek pemberdayaan ekonomi lokal, penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan
petani lokal dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam rantai pasok
Program MBG masih belum optimal (Christiani and Masalah 2023). Bahan pangan yang
digunakan oleh SPPG sebagian besar belum berasal langsung dari petani setempat, termasuk
dari wilayah yang memiliki potensi produksi sayuran dan komoditas pangan lainnya. Temuan
ini mengindikasikan bahwa belum tersedia mekanisme yang efektif untuk menghubungkan
kebutuhan program dengan kapasitas produksi masyarakat lokal. Oleh karena itu, diperlukan
penguatan koordinasi, pembinaan, dan kemitraan antara pemerintah, pengelola program, petani,
serta pelaku UMKM agar Program MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat,
tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan (Kharisma
2020).

Selain itu, belum meratanya penerima manfaat juga berimplikasi pada terbatasnya

dampak ekonomi program terhadap masyarakat lokal (Batara 2012). Seharusnya, dengan
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adanya MBG, petani lokal dan UMKM di Kecamatan Sompak dapat terlibat dalam penyediaan
bahan pangan, sehingga tercipta efek pengganda (multiplier effect) terhadap perekonomian
desa. Namun, dengan cakupan yang masih terbatas, peluang keterlibatan ekonomi lokal juga
belum maksimal. Dengan demikian, diperlukan perluasan jumlah SPPG, peningkatan
koordinasi antar desa, serta penguatan sistem rantai pasok berbasis lokal agar implementasi
Program MBG di Kecamatan Sompak dapat berjalan lebih merata, efektif, dan sesuai dengan
tujuan kebijakan nasional (Novia, Saiful, and Utomo 2021).

Bagaimana keterlibatan petani lokal, pelaku UMKM, dan pelaku usaha setempat dalam
rantai pasok dan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Sompak?

Tabel 2. Hasil Wawancara dengan Penampung Sayur Lokal.

Nama : Suriadi Handika Batuah

Umur : 25 Tahun

Pekerjaan : Penampung Sayur Lokal

Alamat : Pojok, Dusun Pojan, Desa Tapakng

Lama Usaha : 7 Tahun

Pertanyaan:

1. Apakah bahan baku yang digunakan SPPG diperoleh Yang saya ketahui SPPG tidak ada membeli bahan bakt
langsung dari petani lokal atau melalui ke petani lokal khususnya di Pojok yang merupakan
pemasok/perantara? penghasil sayur di Kecamatan Sompak.

2. Bagaimana memastikan bahan yang dibeli benar Sangat mudah untuk diketahui, tapi sampai saat in
berasal dari petani lokal? pembelian sayur tidak ada ke petani lokal khususnya d

Pojok yang merupakan penghasil
sayur di Kecamatan Sompak.
Sumber: Hasil wawancara setelah diolah 2026.

Tabel 2 berdasarkan hasil wawancara dengan Suriadi Handika Batuah (25 tahun),
pelaku usaha di Dusun Pojan, Desa Tapakng, diperoleh informasi bahwa bahan baku yang
digunakan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak bersumber langsung dari
petani lokal, khususnya dari wilayah Pojok yang dikenal sebagai salah satu sentral produksi
sayuran di Kecamatan Sompak. Informan menyatakan bahwa meskipun daerah tersebut
memiliki potensi pertanian yang cukup baik, hingga saat ini belum terdapat pembelian hasil
pertanian secara langsung oleh pihak SPPG dari petani setempat (Dominggus and Pius Pandor
2022). Selain itu, informan menjelaskan bahwa secara teknis sangat mudah untuk
mengidentifikasi asal bahan baku yang digunakan, termasuk apakah berasal dari petani lokal
atau tidak. Namun dalam praktiknya, belum terlihat adanya mekanisme pembelian yang
melibatkan petani lokal sebagai pemasok utama dalam penyediaan bahan pangan untuk
program SPPG di wilayah tersebut.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa implementasi pelibatan petani lokal dalam rantai
pasok Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui SPPG di Kecamatan Sompak belum

berjalan optimal. Kondisi ini bertentangan dengan arah kebijakan sebagaimana diatur dalam



Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 Pasal 38 ayat (1) yang menegaskan bahwa
penyelenggaraan MBG harus memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri serta
melibatkan UMKM, petani, peternak, dan pelaku ekonomi lokal dalam rantai pasok. Tidak
optimalnya keterlibatan petani lokal, khususnya di wilayah Pojok yang memiliki potensi
sebagai sentra sayuran, menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan (policy design) dan
implementasi di lapangan (policy implementation) (Aulia, Dewi, and Furnamasari 2021). Hal
ini sejalan dengan temuan penelitian implementasi kebijakan bahwa keberhasilan program
tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga oleh koordinasi aktor pelaksana dan
mekanisme distribusi yang efektif. Kondisi ini juga berdampak pada rendahnya efek pengganda
(multiplier effect) program MBG terhadap ekonomi lokal. Seharusnya, keberadaan SPPG dapat
menjadi pasar baru bagi petani lokal, namun dalam praktiknya manfaat ekonomi tersebut belum
sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat sekitar (Cahyo 2017). Dengan demikian, diperlukan
evaluasi terhadap mekanisme pengadaan bahan pangan agar lebih inklusif dan sesuai dengan
tujuan pemberdayaan ekonomi lokal.

Secara keseluruhan, terdapat kesenjangan antara tujuan kebijakan sebagaimana diatur
dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 dan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun
2025 dengan realisasi di lapangan (Ruhenda et al. 2020). Program MBG yang seharusnya tidak
hanya meningkatkan status gizi masyarakat, tetapi juga mendorong pemberdayaan ekonomi
lokal melalui pelibatan petani dan UMKM, belum sepenuhnya tercapai di Kecamatan Sompak.
Oleh karena itu, diperlukan perluasan cakupan SPPG, penguatan koordinasi pelaksana, serta
pembentukan sistem rantai pasok yang lebih inklusif agar program dapat memberikan manfaat

yang lebih merata baik dari sisi gizi maupun ekonomi masyarakat.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Program Makan
Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Sompak masih berada pada tahap awal sehingga
pelaksanaannya belum berjalan secara optimal. Program ini baru dilaksanakan melalui satu
Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berlokasi di Desa Galar dengan dukungan 44
tenaga kerja. Kehadiran SPPG tersebut menunjukkan adanya upaya awal pemerintah dalam
merealisasikan program peningkatan gizi masyarakat, namun kapasitas layanan yang tersedia
masih terbatas dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Kecamatan
Sompak.

Dari aspek cakupan layanan, penerima manfaat Program MBG masih relatif terbatas.

Hingga saat penelitian dilakukan, program baru menjangkau 14 sekolah dan 3 posyandu,
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sementara masih terdapat 20 sekolah dan 23 posyandu yang belum memperoleh layanan.
Kondisi ini menunjukkan bahwa distribusi program belum merata dan masih terdapat
kesenjangan dalam akses terhadap manfaat program. Akibatnya, tujuan utama MBG untuk
meningkatkan status gizi masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan seperti peserta didik,
ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, belum dapat diwujudkan secara menyeluruh di Kecamatan
Sompak.

Dari aspek pemberdayaan ekonomi lokal, penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan
petani lokal dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam rantai pasok
Program MBG masih belum optimal. Bahan pangan yang digunakan oleh SPPG sebagian besar
belum berasal langsung dari petani setempat, termasuk dari wilayah yang memiliki potensi
produksi sayuran dan komoditas pangan lainnya. Temuan ini mengindikasikan bahwa belum
tersedia mekanisme yang efektif untuk menghubungkan kebutuhan program dengan kapasitas
produksi masyarakat lokal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi, pembinaan, dan
kemitraan antara pemerintah, pengelola program, petani, serta pelaku UMKM agar Program
MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga mampu mendorong
pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan.
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